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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan 

bahan kepustakaan dan hukum positif yang ada maka dapat disimpulkan : 

1. Penyidikan terhadap anggota Polri sebagai tersangka sudah obyektif 

karena penyidik dalam melakukan penyidikan disertai dengan 

profesionalnya masing-masing dan dengan adanya pemeriksaan oleh 

kesatuan yang lebih besar dari tempat tersangka tersebut bertugas dapat 

menjamin suatu obyektivitas dalam penyidikan. 

2. Tidak adanya hambatan dalam penyidikan terhadap anggota Polri 

sebagai tersangka karena penyidikan dilakukan dengan transparan dan 

professional serta proses penyidikan terhadap tersangka anggota Polri 

sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diterima di kepolisian. 

 

B. Saran 

 Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu idealnya 

haruslah obyektif. Dari kesimpulan di atas maka Penulis memberikan saran 

yaitu sebagai berikut: 
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1. Diharapkan untuk kedepannya agar penyidikan yang dilakukan kepada 

tersangka lebih meningkatkan obyektivitasnya untuk meningkatkan 

citra, kinerja, dan profesionalitas dari anggota Polri sehingga citra, 

kinerja dan profesionalitas anggota Polri tersebut dapat terjamin. 

2. Diharapkan untuk kedepannya penyidik dapat menambah ilmu 

pengetahuannya yang diterima di kepolisian agar dapat mengembangkan 

suatu penyidikan yang obyektif.  
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